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YOGYA (KR) - Pemda DIY mulai

memberlakukan sanksi sosial pada

pelanggar protokol kesehatan baik

perorangan maupun pemilik atau pe-

ngelola tempat publik. Saat dilaku-

kan operasi pada Selasa (8/9) malam

ternyata masih ditemukan banyak

pelanggaran. 

Bahkan jumlahnya tergolong cu-

kup banyak karena dalam semalam

terjaring  176 pelanggar. Untuk

memberikan efek jera kepada masya-

rakat yang melakukan pelanggaran,

mereka diminta menyapu jalan sela-

ma 15 menit.

“Penegakan protokol kesehatan se-

suai dengan Pergub No 77 Tahun

2020 terus kami lakukan. Salah satu-

nya dengan melakukan operasi mas-

ker di dua titik yakni Kawasan Tugu

Yogya dan Nol Kilometer atau Ka-

wasan Malioboro dari pukul 20.00-

23.00 WIB. Ternyata kesadaran ma-

syarakat untuk mentaati protokol ke-

sehatan masih kurang. Buktinya da-

lam waktu semalam saja dari dua

titik itu ada 176 orang pelanggar.

Mereka kami beri sanksi dengan ca-

ra  menyapu jalan,”kata Kepala Sat-

pol PP DIY, Noviar Rahmad di

Bangsal Kepatihan, Rabu (9/9).

Menurut Noviar, berdasarkan data

yang diperoleh saat dilakukan opera-

si tersebut, kebanyakan para pelaku

pelanggaran membawa masker, na-

mun tidak dipakai. 

Rencananya operasi masker akan

dilakukan setiap hari dengan waktu

dan lokasi yang tidak sama. Khusus

untuk Sabtu dan Minggu, operasi

masker difokuskan di Malioboro. Di

tempat wisata lain juga akan dilaku-

kan hal yang sama, hanya mungkin

sanksinya berbeda. Sebagai contoh ji-

ka di pantai, sanksinya yakni memu-

ngut sampah dengan kantong plastik

yang telah disediakan.

“Dari operasi masker yang kami

lakukan kebanyakan pelanggar ber-

usia mahasiswa. Untuk itu saya

mengimbau kepada kampus untuk

memastikan mahasiswanya mene-

rapkan protokol kesehatan dimana

pun berada, mengingat perkuliahan

tatap muka kemungkinan akan

segera dimulai, “ungkap Noviar.

Lebih lanjut Noviar menambah-

kan, selain operasi pada perorangan,

Satpol PP DIY juga telah melakukan

operasi protokol Kesehatan pada

tempat usaha. Untuk tahap awal,

operasi dilakukan di daerah Prawiro-

taman. (Ria)-f

KUDUS (KR) - Bakti

Lingkungan Djarum Foun-

dation (BLDF) bekerja

sama dengan Polres Kudus

dan Polda Jawa Tengah,

Rabu (9/9), menghijaukan

sejumlah lokasi di seputar-

an Waduk Logung Desa

Kandangmas, Kecamatan

Dawe, Kudus. 

Selain itu menebar pu-

luhan ribu benih ikan air

tawar. Program Djarum

Trees For Life ini bertujuan

menghijaukan lingkungan

dan mengurangi dampak

pemanasan global.

Bibit yang ditanam 310

batang pohon dan dilaku-

kan secara berkelanjutan

selama lima tahun dengan

target 75.000 pohon. Bibit

berasal dari Pusat Pem-

bibitan Tanaman (PPT) mi-

lik Djarum, didominasi po-

hon buah-buahan seperti

mangga, jambu air, petai,

alpukat, durian, gayam, ke-

ben, dan terompet merah.

Seluruh kegiatan pe-

nanaman dilaksanakan de-

ngan tetap mematuhi pro-

tokol kesehatan. Pena-

naman dilakukan secara

simbolis oleh Kapolda Ja-

teng Irjen Pol Ahmad

Luthfi, Pangdam IV/Dipo-

negoro Mayjen TNI Bakti

Agus Fadjari, Plt Bupati

Kudus HM Hartopo, serta

Vice President Director

Djarum Foundation FX Su-

panji, dilanjutkan oleh

masyarakat. 

Sebelumnya, diserahkan

bantuan kepada warga ter-

dampak Covid-19 seba-

nyak 750 paket.

Kapolda Jateng mendu-

kung penuh upaya peng-

hijauan BDLF melalui ke-

mitraan antara Polda Ja-

teng khususnya Polres Ku-

dus. (Trq)-f

MASIH KURANG KESADARAN WARGA LAWAN COVID-19

176 Pelanggar Dihukum Menyapu Jalan

untuk pencegahan dan pengendalian Covid-

19 di DIY. Sanksi dapat dikenakan baik bagi

perorangan maupun maupun kelompok ma-

syarakat.

Tentu yang harus diingat Pemda DIY,

fungsi Pergub tidak sekadar hanya sebagai

kontrol sosial. Namun juga harus menjadi ba-

gian dari upaya mendidik masyarakat dalam

berperilaku yang sesuai dengan kaidah sosial

dan kesehatan. Dari titik inilah tentu Pemda

DIY mesti jeli dalam melihat situasi psiko-

sosial-kebudayaan warga Yogyakarta pada

umumnya agar efektif. Karenanya unsur

kearifan lokal dan budaya masyarakat pada

umumnya harus diperhatikan. Disinilah pen-

tingnya dialog dengan masyarakat, tokoh

masyarakat, tokoh agama, tokoh adat bu-

daya, di samping dengan kalangan medis

dan intelektual lainnya.

Yang harus diperhatikan pula, masyarakat

kini tengah dilanda frustrasi, stress, dan ke-

sulitan ekonomi lainnya akibat pandemi. Se-

hingga sanksi sosial ini juga harus diperhi-

tungkan dari sisi ini. Artinya, penegakan hu-

kum ini memang tidak mudah karena  masya-

rakat yang diawasi sangat banyak dengan

mobilitas tinggi. Pada sisi lain, jumlah Satpol

PP tidak sebanding. Belum lagi jika memper-

hatikan kecukupan dana dan sarana pra-

sarana lainnya.

Pemda DIY perlu memikirkan bentuk sanksi

sosial yang sesuai dengan kearifan lokal ma-

syarakat, dengan berbagai ciri khasnya.

Sanksi tersebut diharapkan efektif memaksa

dan mengajak masyarakat untuk mematuhi

protokol kesehatan. Bukan justru makin mem-

perkeruh suasana kehidupan masyarakat

yang mmang sudah berat dalam menghadapi

Covid-19 ini.

Beberapa bentuk sanksi sosial bisa berupa

teguran lisan, tertulis, kerja sosial, denda,

bahkan bisa menghentikan usaha seseorang

jika sudah beberapa kali diperingatkan tapi

masih membandel. Tidak ada salahnya juga

studi banding singkat (tidak harus berkunjung)

terhadap peraturan sebelumnya yang ber-

dasarkan kearifan lokal masyarakat. Karena-

nya public hearing juga pantas dilakukan un-

tuk menjaring aspirasi masyarakat.

Tentu ini butuh waktu, padahal Covid-19 su-

dah sedemikian banyak kasusnya. Namun hal

yang perlu diingat, Pergub ini jika jadi dibuat,

juga dapat digunakan untuk mendidik masya-

rakat dalam berperilaku sehat di masa-masa

mendatang.  Selain Pergub tentu diperlukan

langkah lain, yakni tetap melakukan pende-

katan ilmiah dalam menangani Covid-19.  Ju-

ga aspek pendekatan pikososial juga terus di-

lakukan melali keteladanan para tokoh ma-

syarakat, tokoh agama, birokrat dan seba-

gainya.

Pemda DIY juga dapat meminta kerjasama

aliran-aliran agama, komunitas seni, budaya,

tokoh muda milenial dan sebagainya, yang

notabene lebih dekat dengan akar rumput.

Agar lebih mudah mengajak masyarakat me-

matuhi protokol kesehatan. Dengan kata lain,

ada sinergitas baik dari sisi hukum, per-

undangan, ilmiah, psikososial, ekonomi, bu-

daya, dan agama.

Negara-negara yang super disiplin seperti

China, Jepang, Korea, dan sebagainya relatif

berhasil meredam Covid-19 melalui sinergitas

seperti ini, terutama berbasis kebudayaan

masyarakatnya yang memang sudah terta-

nam kuat sejak berabad-abad yang lalu.

Sebenarnya budaya patron-client kita juga ku-

at. Hanya nampaknya  sekarang mulai pudar

mengiring perkembangan ekonomi dan politik

belakangan ini.

(Penulis Anggota Tim Penanganan Covid-

19 Provinsi Jawa Tengah)-d

Pergub  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sambungan hal 1

Berupa   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sambungan hal 1

Berdasarkan PP tersebut terdapat jenis pe-

longgaran iuran BP Jamsostek yaitu kelong-

garan batas waktu iuran Jaminan Kecelakaan

Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)

sebesar 99 persen. Artinya, peserta atau

pemberi kerja hanya harus berkewajiban

membayar 1 persen dari total iuran. 

Sementara Jaminan Pensiun (JP) diberikan

penundaan iuran 99 persen yang berarti pe-

serta dan pemberi kerja hanya harus memba-

yar 1 persen dan sisanya dapat dibayar berta-

hap atau sekaligus beberapa waktu ke depan.

Selain itu, diputuskan akan diadakan relak-

sasi denda iuran dari 2 persen menjadi 0,5

persen selama masa relaksasi berlangsung.

Bagi yang ingin mendapatkan keringanan iu-

ran JKK dan JKM harus memenuhi syarat ba-

gi pekerja penerima upah dan bukan peneri-

ma upah yang sudah menjadi peserta harus

melunasi pembayaran iuran hingga Juli 2020.

Bagi mereka yang baru menjadi peserta

harus membayar iuran dua bulan pertama

dan membayar 1 persen selama masa relak-

sasi. (Ful/Ant)-f

Kesejahteraan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sambungan hal 1

Mengingat dampak serius ancaman ku-

rangnya produksi pangan akibat pengurang-

an lahan, maka adanya Perda tentang Ka-

wasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(KP2B) sangat krusial. Peraturan itu harus

mendorong kesejahteraan petani sehingga

mereka mau mempertahankan lahan pertani-

an. ÒPokok masalah lahan pangan berkelan-

jutan ini kan petani butuh duit. Alih fungsi tetap

berjalan karena desakan kebutuhan uang tu-

nai, sehingga mereka jual sawah. Ini yang ha-

rus diatasi,Ó ujarnya. 

Sebagai salah satu upaya meningkatkan

kesejahteraan petani, Dwijono mengusulkan

sistem korporasi lahan petani. Pilot project sis-

tem tersebut dicoba di Bantul dengan luasan

sekitar 7 hektare.

ÒDalam sistem ini, dari sekian puluh petani,

lahannya dijadikan satu lalu dikelola oleh satu

orang. Petani yang lain hanya memiliki, tapi

nanti dia mendapatkan uang panen. Atau kalau

si petani tetap bekerja di situ maka dia akan

mendapat upah. Untuk petani pengelola harus

dipilih yang benar dan jujur,Ó terangnya. (Bro)-f

Petani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sambungan hal 1

Pernyataan tersebut meluruskan berita bah-

wa lahan pertanian di DIY telah berkurang

104 ribu hektare sejak tahun 2011 (KR, 9/9).

Sebelumnya, Perda No 10 Tahun 2011

telah mengatur LP2B seluas 35.911,59 ha.

Dengan adanya amanat Perda RTRW terkait

KP2B, Pemda DIY pun mengajukan

Raperda Perubahan Perda No 10/2011,

yang saat ini tengah dibahas oleh Pansus

DPRD DIY.

Angka laju alih fungsi lahan sawah di DIY

mencapai 0,4% pertahun, dan jika tidak di-

kendalikan maka ketahanan pangan akan

mengalami ancaman serius. Menurut Ketua

Pansus Raperda Perubahan Perda No

10/2011, Agus Sumartono, alih fungsi lahan

seringkali hanya mempertimbangkan nilai

ekonomi. 

ÒKarena itu, usaha perlindungan lahan per-

tanian pangan harus mendorong kesejah-

teraan petani meningkat. Raperda ini meng-

atur insentif yang menguntungkan petani, se-

hingga diharapkan mereka bisa pertahankan

usaha taninya yang otomatis berarti mem-

pertahankan lahan,Ó terang politisi PKS yang

akrab disapa Guston itu, Rabu (9/9).

Insentif itu khusus dan berbeda dengan la-

han lainnya seperti program pemerintah be-

rupa subsidi benih dan subsidi pupuk. Ekse-

kutif mengusulkan insentif berupa fasilitasi

pemasaran, dan bantuan untuk petani ketika

puso (gagal panen), sedangkan Pansus

mengusulkan insentif dalam bentuk asuransi

pertanian. (Bro)-f

Bank BPD DIY Salurkan KUR 0 Persen
YOGYA (KR) - Bank

BPD DIY senantiasa hadir

membantu pemulihan dan

penguatan perekonomian

daerah di antaranya pro-

gram restrukturisasi kredit

dan keringanan bunga bagi

debitur Bank BPD DIY.

Yang terbaru, sesuai edaran

Kementerian Perekonomi-

an melalui PMK No 71,

Bank BPD DIY dipercaya

untuk menyalurkan Kredit

Usaha Rakyat (KUR) Super

Mikro dengan suku bunga 0

persen sampai 31 Desember 2020 dan sete-

lahnya berlaku bunga normal. 

Berdasarkan Permenko No 15 dan 16

Tahun 2020, Pemerintah menetapkan per-

panjangan tambahan subsidi bunga 6 per-

sen hingga Desember 2020 dengan jumlah

kredit maksimum Rp 10 juta.

Direktur Utama Bank BPD DIY San-

toso Rohmad mengatakan, dalam mewu-

judkan pertumbuhan perekonomian DIY,

Bank BPD DIY ikut mendukung Pemu-

lihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui

program restrukturisasi kredit debitur

terdampak pandemi Covid-19. 

“Berbagai program kredit ini meru-

pakan bentuk dukungan Bank BPD DIY

kepada Pemerintah dalam upaya pemu-

lihan dan ketahanan ekonomi nasional.

Bank BPD DIY telah me-

restrukturisasi 3.443 deb-

itur KUR yang terdampak

Covid-19 hingga Agustus

2020,” ujar Santoso di kan-

tornya, Rabu (9/9).

Santoso menyampaikan,

Outstanding KUR Bank

BPD DIY sebesar Rp

547,75 miliar yang disalur-

kan kepada 11.090 debitur

hingga Agustus 2020. Bank

BPD DIY juga memberikan

berbagai program kepada

nasabah di antaranya Kre-

dit Pemberdayaan Ekonomi Daerah

(PeDe) untuk pengusaha ultra mikro de-

ngan bunga ringan, subsidi bunga dan

penjaminan untuk PDAM serta penyalur-

an berbagai bantuan untuk mengangkat

perekonomian masyarakat.

Bank BPD DIY juga dipercaya membe-

rikan kredit subsidi bunga sampai 5 per-

sen kepada PDAM dengan jangka waktu

20 tahun. Beberapa bank mendapatkan

kesempatan dari Kementerian Keuangan

menyalurkan KUR 0 persen, salah satu-

nya Bank BPD DIY ditunjuk berdasarkan

assesment dari Otoritas Jasa Keuangan

(OJK). Dalam skema KUR Super Mikro,

yang menjadi agunan pokok adalah usaha

atau proyek yang dibiayai KUR dan tidak

diperlukan agunan tambahan.        (Ira)-d

KR-Fira Nurfiani

Santoso Rohmad

KR-Mc Thoriq

Penebaran benih ikan di sekitar kawasan Waduk

Logung di Kecamatan Dawe, Kudus.
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